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ABSTRAK 

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI 

ILMU HUKUM, SKRIPSI 19 FEBRUARI 2024 

A. Nama Penulis   : Selamat Sodugaon Carl F 

B. Nomor Pokok Mahasiswa : 203300416123 

C. Judul Skripsi   : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  

PENANGGUNG PAJAK ATAS                    

PELAKSANAAN PENAGIHAN 

PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDAN 

NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG 

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT 

PAKSA) 

D. Jumlah Halaman   : 84 

E. Isi Abstrak    : Pajak merupakan sumber utama penerimaan 

negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penagihan utang pajak dengan 

surat paksa ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penanggung 

pajak atas pelaksanaan penagihan pajak ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 

Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan utang pajak  dengan  surat  paksa yaitu 

pertama, pada  dasarnya  penagihan  pajak dilakukan  apabila penanggung  pajak  

tidak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak, kedua, terhadap 

penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan 

tindakan penagihan pajak, ketiga, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang  penagihan  

pajak  dengan  surat  paksa, keempat, pelaksanaan tahapan penagihan pajak 

dilakukan terhadap penanggung pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas. 

Perlindungan hukum dalam bidang pajak yang sangat dirasakan oleh wajib 

pajak/penanggung pajak antara lain dengan diberikannya kelonggaran kepada wajib 

pajak/penanggung pajak untuk melakukan angsuran/penundaan pembayaran utang 

pajak, melakukan pembetulan ketetapan pajak dan adanya 

pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang timbul dari utang pajak 

tersebut. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus melaksanakan kewajiban bayar 

pajaknya dengan nilai dan waktu yang ditentukan.  

 

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Sengketa Pajak, Keadilan.  

F. Daftar Pustaka   : Buku, Peraturan Perundang-Undangan dan 

Jurnal.  

G. Nama Dosen Pembimbing : Surajiman, SH., M. Hum.    
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ABSTRACT 

DEGREE PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY LEGAL SCIENE 

STUDY PROGRAM THESIS, 19 FEBRUARI 2024 

A. Writer’s Name   : Selamat Sodugaon Carl F 

B. Student Identification Number : 203300416123 

C. Thesis Title   : TAX BEARER LEGAL PROTECTION  

FOR COLLECTION    

IMPLEMENTATION LAW NUMBER 19  

OF 2000 CONCERNING TAX  

COLLECTION WITH FORCED  

LETTERS IS REVIEWED WITH  

  REGARD TO TAXES. 

D. Number of Page   : 84  

E. Abstract Content   : The primary source of state revenue, which 

is utilized to pay for state expenses, is taxation. is a crucial industry for Indonesian 

tax income. The question posed by this study is: In light of Law Number 19 of 2000 

concerning Tax Collection with Forced Letters, how is the application of tax debt 

collection using forced letters going and what legal safeguards are in place for 

taxbearer in relation to the application of Law Number 19 of 2000 concerning Tax 

Collection by Force Letter in terms of tax collection. The study's findings 

demonstrate the following aspects of the use of forced letters in tax debt collection: 

(1) tax collection is essentially carried out in the event that the taxpayer fails to pay 

the tax debt and associated costs; (2) tax collectors have the authority to take 

collection action against the taxbearer; and (3) the implementation of the tax 

collection stages is done in compliance with applicable laws and regulations. 

Fourth, taking priority into account, the tax bearer is subjected to the application of 

the tax collecting stages. The study's findings demonstrate how tax debt collection 

through forced letters is implemented. Specifically, tax collection is essentially 

carried out in three ways: (1) tax collection is carried out if the taxbearer does not 

pay the tax debt and associated costs; (2) officials may take collection action against 

the taxbearer; and (3) the implementation of the tax collection stages is carried out 

in compliance with the laws and regulations pertaining to tax collection through 

forced letters. Fourth, the priority order is taken into account while implementing 

the tax collecting steps on the tax bearer. 

 

 

F. Reference    : Book, legislation and journal  

G. Thesis Supervisor’s Name : Surajiman, SH., M. Hum. 
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